BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Pengaturan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi yang diatur dalam Peraturan Ortoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi, terutama Pasal 18 masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan
hukum terhadap para Pengguna, yaitu Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
Pengaturan dalam pasal 18 POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi hanya mengatur perjanjian antara Penyelenggara
dengan Pemberi Pinjaman dan antara Pemberi Pinjaman dengan penerima
pinjaman. Pasal 18 POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi masih belum mengatur perjanjian antara Penyelenggara
dengan Penerima Pinjaman. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum bagi
Pemberi Pinjaman juga Penerima Pinjaman. Akibat-akibat yang timbul antara lain

sebagai berikut :

a. Dari sisi Penerima Pinjaman
1. Kesalahan dan kegagalan transaksi;
2. Pengenaan tingkat bunga atau biaya tinggi (tanpa sepengetahuan
konsumen);
3. Kilausula eksonerasi (klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab
dalam perjanjian);dan
b. Dari sisi Pemberi Pinjaman
1. Lemahnya penerapan prinsip KYC (Know Your Client) dan APUPPT
(Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) untuk
mencegah terjadinya gagal bayar;
2. Masalah keamanan (penipuan0 yang dilakukan debitur);
3. Kebajikan yang masih longgar dalam pemberian pinjaman yang
menyebabkan hutang berlebih; dan
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4. Penentuan besaran bunga yang ditetapkan sepihak oleh Penyelenggara.

Dengan melihat akibat-akibat hukum dari pelaksanaan Pinjaman berbasis
teknologi diatas, maka perlu adanya suatu pemahaman mengenai proses dan cara
kerja pinjaman berbasis teknologi, serta risikonya kepada investor/kreditur dan
juga debitur, salah satunya adalah lewat perjanjian. Namun pengaturan dalam
pasal 18 POJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi sendiri masih memiliki banyak kekurangan, dalam hal ini masih belum
diaturnya perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman, yang mana
menurut hemat Penulis hal tersebut lah yang jsutru belum memberikan kerugian-

kerugian yang telah disebutkan diatas.

1.2 Saran

Untuk mengantisipasi kerugian yang timbul, maka diperlukan suatu alas
hukum yang kuat yang mengatur hal-hal berkaitan dengan perjanjian. Oleh karena
itu, dalam upaya untuk melindungi para pihak dalam pelaksanaan Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diperlukan adanya
penyempurnaan pengaturan dalam pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan
menambahkan pengaturan mengenai perjanjian antara Penyelenggara dengan
Penerima Pinjaman.

Diperlukan juga adanya ketentuan lebih lanjut, yang berupa pasal turunan
dari Pasal 18 POJK mengenai standarisasi perjanjian antar para pihak agar isinya
dapat dibuat lebih spesifik, mengena pemberian informasi yang lengkap dan
adanya pemberitahuan apabila terdapat perubahan, diterapkanya prinsip Know
Your Customer, batasan tanggung jawab Penyelenggara, besaran bunga,
kesanggupan membayar, jaminan, dan masih banyak lagi. Hal tersebut diharapkan
dapat mencegah tindakan sewenang-wenang dari Penyelenggara dalam pembuatan
perjanjian yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Pengguna mengingat

posisi Penyelenggara yang dominan.
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